SALINAN

KEPUTUSAN
MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP
NOMOR: 128 TAHUN 2003
TENTANG

TATACARA DAN PERSYARATAN TEKNIS PENGOLAHAN LIMBAH MINYAK
BUMI DAN TANAH TERKONTAMINASI OLEH MINYAK BUMI

Menimbang :

SECARA BIOLOGIS

MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP,

bahwa limbah minyak bumi yang dihasilkan usaha atau
kegiatan minyak, gas dan panas bumi atau kegiatan lain yang
menghasilkan limbah minyak bumi merupakan limbah bahan
berbahaya dan beracun yang memiliki potensi menimbulkan
pencemaran dan atau kerusakan lingkungan oleh karena itu
perlu dilakukan pengelolaan dengan baik;

bahwa salah satu upaya pengolahan limbah minyak bumi dan
tanah terkontaminasi oleh minyak bumi dapat dilakukan
dengan pengolahan secara biologis sebagai alternatif teknologi
pengolahan limbah minyak bumi;

bahwa pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun secara
teknis telah diatur dalam Keputusan Kepala Bapedal Nomor :
Kep-03/Bapedal/09/1995 tentang Persyaratan Teknis
Pengolahan Limbah Bahan Berbahayadan Beracun , oleh karena
sifat kekhususannya, maka pengolahan limbah dan tanah
terkontaminasi oleh minyak bumi secara biologis perlu diatur
tersendiri dalam Keputusan Menteri Negara Lingkungan
Hidup;

bahwa berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 2 Tahun 2002
tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 101 Tahun
2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan
Organisasi, Dan Tata Kerja Menteri Negara, bahwa pembuatan
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Mengingat

pedoman pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun
menjadi kewenangan Menteri Negara Lingkungan Hidup

bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, dipandang

perlu untuk menetapkan Keputusan Menteri Negara
Lingkungan Hidup tentang Tatacara dan Persyaratan Teknis

Pengolahan Limbah Minyak Bumi dan Tanah Terkontaminasi
Oleh Minyak Bumi Secara Biologis;

Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan
Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);

Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas
Bumi (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4152);

. Peraturan Pemerintah Pengganti Undangundang Nomor 44

Tahun 1960 tentang Pertambangan Minyak, Gas, dan Panas Bumi
(Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 133, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 2070);

. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang

Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran
Negara Tahun 1999 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3815), jo. Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 1999
tentang Perubahan Atas Peraturan pemerintah Nomor 18 Tahun
1999 Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun
Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 190, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3910);

. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis

Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara
Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor
3838);

. Keputusan Menteri Pertambangan Nomor

4/P/M/Pertamb/1973 tentang Pencegahan dan Penanggulangan
Pencemaran Perairan dalam Kegiatan Eksplorasi dan
Eksploitasi Minyak, Gas, dan Panas Bumi;

. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 42 tahun

1996 tentang Baku Mutu Limbah Cair Bagi Kegiatan Minyak,
Gas, dan Panas Bumi;
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MEMUTUSKAN :

Menetapkan : TATACARA DAN PERSYARATAN TEKNIS PENGOLAHAN

LIMBAH MINYAK BUMI DAN TANAH TERKONTAMINASI
OLEH MINYAK BUMI SECARA BIOLOGIS.

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

Limbah minyak bumi adalah sisa atau residu minyak yang terbentuk dari proses
pengumpulan dan pengendapan kontaminan minyak yang terdiri atas
kontaminan yang sudah ada di dalam minyak, maupun kontaminan yang
terkumpul dan terbentuk dalam penanganan suatu proses dan tidak dapat
digunakan kembali dalam proses produksi;

. Minyak Bumi adalah hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi
tekanan dan temperatur atmosfer berupa fasa cair atau padat, termasuk aspal,
lilin mineral, atau ozokerit, dan bitumin yang diperoleh dari proses
penambangan, tetapi tidak termasuk batu bara atau endapan hidrokarbon lain
yang berbentuk padat yang diperoleh dari kegiatan yang tidak berkaitan dengan
kegiatan usaha dan minyak bumi;

Pengolahan limbah minyak bumi adalah proses untuk mengubah karakteristik
dan komposisi limbah minyak bumi untuk menghilangkan dan atau
mengurangi sifat bahaya dan atau sifat racun;

Tanah terkontaminasi adalah tanah atau lahan yang terkontaminasi akibat dari
tumpahan atau ceceran atau kebocoran atau penimbunan limbah minyak bumi
yang tidak sesuai dengan persyaratan dari kegiatan operasional sebelumya;

Kegiatan lain yang berhubungan dengan pengelolaan limbah minyak bumi
adalah kegiatan di luar dari usaha pengelolaan minyak dan gas bumi yang
menghasilkan limbah minyak bumi.

Pasal 2

(1) Setiap usaha dan atau kegiatan minyak dan gas bumi serta kegiatan lain yang

menghasilkan limbah minyak bumi wajib melakukan pengolahan limbahnya.



(2) Pengolahan limbah minyak bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
dilakukan dengan menggunakan metoda biologis sebagai salah satu alternatif
teknologi pengolahan yang meliputi :

a. landfarming;
b. biopile;
c. composting;

(3) Tatacara din persyaratan teknis pengolahan limbah minyak bumi dan tanah
terkontaminasi oleh minyak bumi secara biologis dalam Lampiran Il Keputusan
ini mencakup:

a. persyaratan teknis pengelolaan;
b. analisis terhadap proses pengolahan;

kriteria hasil akhir pengolahan;

penanganan hasil olahan;

pemantauan dan pengawasan terhadap hasil olahan.
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Pasal 3

Ketentuan perizinan pengelolaan limbah minyak bumi dan tanah terkontaminasi
oleh minyak bumi secara biologis sebagaimana dimaksud di dalam ayat (1)
mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang
Pengelolaan Limbah Bahan berbahaya dan Beracun dan format permohonan izin
untuk pengolahan secara biologi yang tercantum pada Lampiran | Keputusan ini.

Pasal 4

(1) Hasil analisis terhadap proses pengolahan biologis dan pemantauan terhadap
bahan hasil pengolahan dilaporkan kepada Menteri Negara Lingkungan Hidup
dengan tembusan kepada instansi yang bertanggungjawab di bidang lingkungan
hidup Propinsi, Kabupaten/Kota atau instansi lain yang terkait minimum 6
(enam) bulan sekali.

(2) Pelaporan yang dimaksud pada ayat (2) minimal mencakup jumlah, jenis dan
karakteristik limbah yang diolah, hasil analisis dari pemantauan limbah yang
diolah dan air tanah serta data analisis dari pemantauan terhadap hasil olahan
setelah proses pengolahan biologis.



Pasal 5

Apabila pada saat diberlakukannya keputusan ini telah dilakukan pengolahan
limbah minyak dan tanah terkontaminasi secara biologis yang tidak memenuhi
persyaratan sebagaimana dimaksud dalam keputusan ini, maka pelaksana kegiatan
wajib menyesuaikan pengelolaannya dengan keputusan ini selambat-lambatnya
dalam waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak diterbitkannya keputusan ini.

Pasal 6

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
padatanggal : 28 Juli 2003

Menteri Negara
Lingkungan Hidup
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Salinan ini sesuai dengan aslinya
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